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A. Latar  Belakang Masalah 
Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada Negara. Dimana 
iuran tersebut berupa uang yang dibayarkan rakyat untuk membayar pajak.  
Uang tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat 
maupun daerah demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dari definisi 
tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi yang harus 
dilaksanakan wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pebisnis 
untuk membuat perencanaan pajak baik bagi bisnis maupun perseorangan. 
(Harmony, 2020) 
Uang pajak tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan 
untuk kepentingan umum. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan bagi 
pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan baik di pusat 
maupun daerah, seperti, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, 
membangun fasilitas umum serta kegiatan produktif lainnya. Berdasarkan 
undang-undang yang ada pemungutan pajak bersifat memaksa. Hal ini 
dilakukan agar tercapainya Negara yang maju.   
Penerimaan pajak sangat berperan penting bagi negara, dimana yang 
bertindak dalam sistem perpajakan di Indonesia yaitu djp. Djp yang bergerak 
sebagai pengelola sistem perpajakan diindonesia yang berusaha dalam 
meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dilakukan agar sistem perpajakan di 







pemungutan serta penghasilan tidak kena pajak. Hal ini tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan umum Dan Tata 
Cara Perpajakan”. menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi 
atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak 
yang mempunyai hak dan kewajiban  perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.    
Salah satu sumber pendapatan Negara yang terbesar yaitu pajak. Pajak 
itu sendiri digunakan untuk pembangunan nasional di Negara Indonesia. Di 
Negara Indonesia terdapat beberapa jenis pemungutan pajak, salah satunya 
pajak daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi 
dan pajak daerah kabupaten/kota. Adapun pajak daerah provinsi seperti pajak 
kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan 
pajak daerah kabupaten adalah pajak hotel,pajak bumi dan bangunan (PBB), 
serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).   
Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan 
disebut pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang 
dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu perbuatan atau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan 
bangunan oleh orang atau badan. Objek pajak BPHTB dalam pasal 3 ayat 1 
Perbup BPHTB Kabupaten Pemalang disebutkan bahwa objeknya adalah 
perolehan hak atas tanah dan bangunan.  
Salah satu perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dimaksud 







Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB 
karena waris dan hibah wasiat yaitu Perolehan hak atas tanah dan atau 
bangunan untuk ahli waris dari pewaris yang sudah meninggal dunia (berlaku 
setelah pewaris meninggal dunia). Karena kabupaten Pemalang sudah 
memiliki peraturan daerah sendiri mengenai BPHTB, maka pengenaan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas waris di kabupaten Pemalang 
mengikuti peraturan daerah yang ada yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak (NPOPTKP) untuk hibah wasiat dan waris ditetapkan sebesar Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pengenaan BPHTBnya sebesar 5% 
(lima persen). 
Yang menjadi dasar hukum dalam pemungutan pajak BPHTB di 
Indonesia adalah UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Bahwa Nilai Perolehan Objek Pajak 
(NPOP) adalah Nilai Pasar. Nilai Pasar merupakan harga rata-rata dari 
transaksi jual beli yang dilakukan secara wajar dan layak di sekitar letak tanah 
dan bangunan.  
Meskipun banyak pihak yang terkait dalam melaksanakan 
pemungutan BPHTB di kabupaten pemalang yaitu Notaris atau Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tetapi di UU No 5 tahun 2010 bahwa yang 
berwenang dalam menentukan nilai pasar pada pemungutan BPHTB atas 
waris yaitu pihak BAPPENDA. Salah satu permasalahan hukum yang terjadi 
di Kabupaten Pemalang yaitu tidak adanya  aturan yang mengatur tentang tata 







seorang ahli waris yang mendaftarkan diri untuk perolehan hak atas tanah dan 
bangunan atas waris, maka yang bertindak yaitu pihak BAPPENDA dengan 
melakukan pengecakan lapangan seperti letak tanah dan bangunan, nilai pasar, 
dan lain-lain.  
Dapat diketahui bahwa nilai pasar merupakan harga rata-rata dari 
transaksi jual beli yang dilakukan secara wajar dan layak di sekitar letak tanah 
dan bangunan. Ternyata selama ini pihak BAPPENDA dalam menentukan 
nilai pasar tidak memiliki patokan yang jelas, mereka hanya melihat 
lingkungan dan pendapat-pendapat orang sekitar serta melihat harga yang 
sering terjadi dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan yaitu dengan 
melihat NJOP yang tertinggi dan terendah selama setahun. Meskipun 
Kabupaten Pemalang mempunyai peraturan daerah mengenai BPHTB tetapi 
didalam perbup tersebut tidak dijelaskan bagaimana menentukan nilai pasar 
pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
atas waris. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 
dengan menulis tugas akhir yang berjudul “Mekanisme Penentuan Nilai Pasar 
Pada Pemungutan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas 







B. Ruang Lingkup Pembahasan 
Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan laporan akhir adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana tata cara penentuan nilai pasar pada pemungutan BPHTB atas 
waris di BAPPENDA Kabupaten Pemalang? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan  
1. Tujuan dari penulisan  
Tujuan dari penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara penentuan nilai pasar pada 
pemungutan BPHTB atas waris di BAPPENDA Kabbupaten Pemalang. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Penulis 
Untuk memperluas wawasan, menambah pengalaman dan memperkaya 
pengetahuan tentang mekanisme penentuan nilai pasar pada pemungutan 
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas waris di 
Kabupaten Pemalang. 
b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal 
Untuk menambah bacaan di perpustakaan sehingga dapat digunakan 
untuk mengetahui tentang penentuan nilai pasar pada pemungutan 








c. Bagi BAPPENDA Kabupaten Pemalang 
Sebagai bahan masukan atau sumber bacaan bagi para pegawai 
BAPPENDA Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan manfaat 
tentang penentuan nilai pasar pada pemungutan BPHTB. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam menyusun Laporan Kuliah Kerja Praktek 
ini adalah : 
1. Metode Interview 
Metode pengumpulan data yang dilakukan, dengan metode interview yaitu 
wanwancara dan Tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berkaitan 
dengan irformasi BPHTB atas waris di BAPPENDA Kabupaten Pemalang. 
2. Metode Observasi 
Metode pengumpulan data yang dilakukan, dengan metode observasi  
mengamati secara langsung di BAPPENDA Kabupaten Pemalang terhadap 
objek yang bersangkutan untuk dijadikan bahan dalam penulisan laporan 
akhir. 
3. Metode Studi Pustaka 
Metode pengumpulan data yang dilakukan, dengan metode  studi pustaka 






GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) KABUPATEN PEMALANG 
 
A. Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) 
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten 
Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang 
yang diundangkan  pada tanggal 23 Agustus 2016. Peraturan Daerah tersebut 
menetapkan Bapenda sebagai perangkat  daerah tipe B yang melaksanakan 
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan. 
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 di 
atas, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2016 ditetapkan Peraturan Bupati 
Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Pemalang. Peraturan Bupati ini menetapkan bahwa Bapenda 
merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang 
pengelolaan pendapatan daerah yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur  
organisasi Bapenda dipimpin oleh Kepala Badan dengan 1 Sekretaris dan 3 
Kepala Bidang yakni (1) Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, (2) Kepala 






Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang 
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian terdapat 
perubahan yang cukup mendasar pada fungsi pengelolaan pendapatan, 
dimana sebelumnya berada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) khususnya pada Bidang Pendapatan, mengalami 
perubahan menjadi suatu badan tersendiri menjadi perangkat daerah 
berbentuk Badan yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.  
Bapenda Kabupaten Pemalang mulai efektif melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya sejak 2 Januari 2017, ditandai dengan dilaksanakannnya 
pelantikan pejabat struktural maupun penataan tenaga pelaksana pada 
perangkat daerah di Kabupaten Pemalang sebagai pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 13 Tahun 2016. 
B. Visi dan Misi 
Visi: 
Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Daerah Melalui Pengelolaan 
Pendapatan Asli Daerah Yang Transparan, Amanah dan Profesional 
Misi: 
1. Meningkatkan transparasi, inovasi dan kualitas pelayanan pengelolaan 
pendapatan asli daerah yang berbasis teknologi; 
2. Meningkatkan sinergi seluruh stakeholder dalam pengelolaan 





3. Meningkatkan akurasi basis data dan informasi pengelolaan 
pendapatan asli daerah; 
4. Meningkatkan Profesonalisme sumber daya aparatur di bidang 
pendapatan asli daerah. 
































































a. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 
Penunjang Urusan Pemerintah bidang pengelolaan pendapatan daerah 
dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai 
pedomani penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA); 
b. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada 
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang 
urusan pemerintah bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan; 
c. Merumuskan rancangan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan 
daerah sesuai program dan kegiatan bidang pengelolaan pendapatan 
daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah; 
d. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang 
pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) bidang pendapatan daerah agar penyelenggaraanya 





e. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan 
menindaklanjuti permohonan keberatan atas besaran ketetapan pajak 
oleh wajib pajak sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah sebagai 
dasar pengenaan pajak daerah; 
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bapenda dengan instansi atau 
pihak terkait sesuai dengan program kerja agar target kerja tercapai 
sesuai rencana; 
g. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang pengelolaan 
pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan teknologi guna 
meningkatkan kualitas pelayanan public; 
h. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang 
berkaitan dengan Penunjang Urusan Pemerintah bidang pengelolaan 
pendapatan berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi 
guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik; 
2. Sekretaris 
Sekretaris BAPENDA mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan program dan kegiatan Kesekretariatan sesuai dengan 
dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana 
kerja dan anggaran; 
b. Mengoordinasi usulan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja, 
(Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). dan Dokumen 





pengelolaan pendapatan daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 
c. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan 
program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
d. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program 
dan keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai 
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar 
penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan; 
e. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik 
seluruh bidang/ Subbidang sesuai dengan undang-undang dari 
keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutkhiran informasi 
publik; 
f. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
penunjang urusan pemerintah bidang pengelolaan pendapatan 
daerahbsesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian intern kegiatan; 
g. Menyusun Tantangan inovasi kesekretariatan berdasarkan 
indentitikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan 
pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik; 
h. Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-
bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas; 





Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan 
Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan 
penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran; 
b. Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja 
Dokumen (Renja). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) penunjang urusan pemerintahan bidang 
pengelolaan pendapatan daerah dengan mengacu pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan; 
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan 
sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan daerah guna 
tertib administrasi; 
d. Mengelola data penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan 
pendapatan daerah melalui sistem informasi pembangunan daerah 
guna pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 
e. Menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang 
meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen 
pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan panduan pembuatan 





f. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO). Laporan Perubahan 
Ekuitasi (LE). Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (Calk). 
serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan 
keuangan daerah guna tertib administrasi; 
g. Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan 
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan 
efektivitas kerja dan kualitas pelayanan public; 
4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut : 
a. Merencanakan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan 
penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran; 
b. Mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi 
dan kearsipan secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
c. Mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan 
informasi publik secara elektif guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. Mengelola administrasi Kerumah tanggaan meliputi pengadaan dan 
pemeliharaan perlengkapan penataan ruang kantor. Pemeliharaan 
kebersihan, keamanan kantor. fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas 






e. Mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur 
kerja sesuai dengan target kerja guna kelancaran pelaksaan tugas; 
f. Mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan 
kepegawaian guna tertib administrasi; 
g. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai 
dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka 
pemutakhiran informasi publik; 
h. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan 
urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai 
dengan rencana program dan kegiatan guna meningkatkan 
pengetahuan bidang pengelolaan pendapatan daerah; 
5. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan 
Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pendapatan 
sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan 
dokumen rencana kerja dan anggaran; 
b. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Perencanaan 
Pendapatan sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah 
sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah; 
c. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan 
Pendapatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 





d. Mengoordinasikan kegiatan penghitungan potensi pendapatan daerah 
dengan unit teknis sesuai prosedur dan teknik penghitungan sebagai 
dasar penentuan target pendapatan daerah masing-masing unit teknis. 
pendapatan daerah; 
e. Menyelenggarakan kegiatan berdasarkan hasil perhitungan potensi 
sebagai bahan penyusunan penyusunan rencana anggaran pendapatan 
daerah; 
f. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib 
pajak tentang peraturan pajak dan retribusi daerah guna peningkatan 
penerimaan pendapatan daerah; 
g. Menyusun laporan piutang pajak daerah akhir tahun sesuai dengan 
prosedur penghitungan saldo piutang sebagai bahan penyusunan 
laporan pertanggung jawaban pelaksan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD); 
h. Menyusun rancangan inovasi Bidang Perancangan Pendapatan 
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas 
pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan public 
i. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai 
dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas; 
j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan 
secara efektif dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 
6. Kepala Subbidang Perencanaan  





a. Merencanakan program đan kegiatan pada Subbidang Perencanaan 
sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan 
dokumen rencana kerja dan anggaran; 
b. Menyusun konsep rancangan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan 
daerah sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah 
sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah; 
c. Melaksanakan kegiatan perhitungan potensi pendapatan daerah 
dengan unit teknis sesuai prosedur dan teknik perhitungan sebagai 
dasar penentuan target pendapatan daerah masing-masing unit teknis; 
d. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pendapatan daerah 
berdasarkan hasil perhitungan potensi sesuai bahan penyusunan 
anggaran pendapatan daerah; 
e. Melaksanakan kegiatan sosialilisi dan pembinaan kepada wajib pajak 
tentang peraturan dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah; 
f. Menyusun konsep rancangan inovasi Subbid Perencanaan berdasarkan 
identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan 
pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik; 
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan sesuai 
dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja; 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 






7. Kepala Subbidang Pelaporan 
Kepala Subbidang Pelapor mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan program dan kegiatan pada Subbidang Pelaporan 
sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan 
dokumen rencana kerja dan anggaran; 
b. Menyusun rancangan kebijakan Subbidang Pelaporan sesuai dengan 
program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
c. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dan perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara 
efektif untuk kelancaran pengelolaan pendapatan daerah; 
d. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Sistem informasi manajemen 
pajak daerah secara efektif dan berkelanjutan guna keamanan data 
pajak daerah; 
e. Menyusun konsep laporan realisasi pendapatan daerah konsolidasi 
berdasarkan kompilasi data realisasi pendapatan unit teknis secara 
berkala sebagai bahan evaluasi pencapaian target pendapatan daerah; 
f. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerimaan 
pendapatan daerah secara berkala guna optimalisasi pencapaian target 
pendapatan daerah; 
g. Menyusun konsep laporan piutang pajak daerah sesuai dengan 
prosedur perhitungan saldo piutang sebagai bahan penyusunan laporan 






h. Menyusun konsep rancangan inovasi Subbidang Pelaporan 
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas 
pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan pelayanan kualitas publik; 
i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pelaporan secara 
efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
8. Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan 
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan 
Penetapan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan 
penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran; 
b. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Pendataan dan 
Penetapan sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah 
sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah; 
c. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan 
Penetapan dan penetapan sesuai dengan Dokumen Pelaksana 
Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik; 
d. Menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah 
sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah guna menetapkan Nomor 
Wajib Pajak Daerah dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, 
Nomor Objek Pajak; 
e. Memverifikasikan konsep nota perhitungan pajak terhutang dan Surat 





Pajak Daerah (SPIPD) untuk semua jenis pajak sebagai dasar 
pengenaan besarnya pajak daerah; 
f. Menyusun rancangan inovasi Bidang Pendataan dan Penetapan 
berdasarkan identitikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas 
pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik; 
g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai 
dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas; 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas; 
9. Kepala Subbidang Pendataan  
Kepala Subbidang Pendataan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan program dan kegiatan pada Subbidang Pendataan 
sesuai dengan dokumen perencanaan sebagaibahan penyusunan 
dokumen rencana kerja dan anggaran; 
b. Menyusun konsep rancangan kebijakan teknis Subbidang Pendataan 
sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatandaerah sebagai 
pendapatan daerah pedoman pelaksanaan pengelolaan; 
c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah sesuai 
prosedur pengelolaan pajak daerah guna menetapkanNomor Pokok 
Wajib Pajak Daerah dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 






d. Mengelola dan memelihara data pajak daerah dalam system 
manajemen pajak daerah secara efek dan berkelanjutan guna diketahui 
secara pasti jumlah wajib pajak daerah chick pajak serta pokok 
ketetapan pajak daerah; 
e. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengukuran lapangan/lokasi 
obyek dan wajib pajak sesuai kebutuhan organisasi guna kelengkapan 
data dalam sistem manajemen pajak daerah; 
f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pendataan secara 
efektif dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan  
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas; 
10. Kepala Subbidang Penetapan 
Kepala Subbidang Penetapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan program dan kegiatan pada Sub Bidang Penetapan 
sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan 
dokumen rencana kerja dan anggaran; 
b. Menyusun konsep rancangan kebijakan teknis Subbidang Penetapan 
sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah sebagai 
pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah; 
c. Melaksanakan penelitian dan pengukuran lapangan/lokasi obyek dan 
wajib pajak berdasarkan data pendaftaran agar mendapatkan data yang 





d. Menyusun konsep nota perhitungan pajak terhutang berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk semua jenis pajak 
sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD);  
e. Membuat konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan 
melakukan pendistribusian Surat Ketetapan Daerah per jenis pajak 
kepada wajib pajak sebagai dasar penarikan pajak daerah; 
f. Melaksanakan kegiatan penyusunan daftar Surat Ketetapan Pajak 
Daerah(SKPD) yang telah diterbitkan per jenis pajak secara sistematis 
guna tertib administrasi; 
g. Menyusun konsep rancangan inovasi Subbidang Penetapan 
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas 
pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik; 
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbidang Penetapan sesuai dengan 
rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja; 
i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Penetapan secara 
efektif dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuar dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas; 
11. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan 






a. Merencanakan program dan kegiatan pada Bidang Penagihan dan 
Keberatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan 
penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran; 
b. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Penagihan dan 
Keberatan sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah 
sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah; 
c. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan 
Keberatan dan keberatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan 
Anggran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik; 
d. Menyelenggarakan kegiatan pelelangan sewa tanah dana 
pendidikan/grantungan milik Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai 
jadwal yang telah ditentukan guna peningkatan pendapatan daerah; 
e. Memverifikasi laporan piutang pajak daerah dan Surat Tagihan Pajak 
Daerah (STPD) secara berkala sebagai dasar untuk pelaksanaan 
penagihan;  
f. Memverifikasi konsep laporan pengajuan permohonan angsuran 
retribusi dan keberatan dari wajib pajak dengan meneliti data dukung 
sebagai dasar pengambilan keputusan; 
g. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada wajib pajak guna 






h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan 
Keberatan secara efektif dalam rangka pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas; 
12. Kepala Subbidang Penagihan 
Kepala Subbidang Penagihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan program dan sesuai dengan dokumen perencanaan 
sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran; 
b. Membuat konsep Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) berdasarkan 
data piutang pajak sebagai dasar penagihan pajak daerah; 
c. Melaksanakan kegiatan pelelangan sewa tanah dana pendidikan 
ratungan nilik Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai jadwal yang 
telah ditentukan guna peningkatan pendapatan daerah; 
d. Melaksanakan pembinaan kepada wajib pajak guna meningkatkan 
kesadaran wajib pajak untuk taat membayar pajak daerah; 
e. Menyusun konsep rancangan inovasi Subbidang Penagihan 
berdasarkan identifikasi permasalahan dana analısa guna efektivitas 
pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik; 
f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbidang Penagihan secara efektif 
dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan 
g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Penagihan secara 
efektif dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan  
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 





13. Kepala Subbidang Keberatan 
Kepala Subbidang Keberatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut 
a. Merencanakan program dan kegiatan pada Subbidang Keberatan 
sesuai dengan dokumen perencanaan sehaga bahan penyusunan 
dokumen rencana kerja dan anggaran; 
b. Menyusun konsep rancangan kebijakan teknis Subbidang Keberatan 
sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah sebagai 
pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah; 
c. Melaksanakan kegiatan pelayanan pengajuan permohonan angsuran 
restitusi dan keberatan dari wajib pajak sesuai prosedur pengelolaan 
pajak daerah sebagai upaya optimalisasi pelayanan kepada wajib 
pajak; 
d. Melaksanakan kegiatan penelitian dan neriksaan lapangan lokasi 
obyek dan wajib pajak yang mengajukan permohonan angsuran, 
restitusi dan keberatan sesuai kebutuhan organisasi agar mendapatkan 
data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan; 
e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak 
yang mengajukan keberatan guna peningkatan kesadaran wajib pajak; 
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 






TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
A. Tinjauan Teori 
1. Pengertian Pajak   
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-
empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Sedangkan, menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) 
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. Selanjutnya menurut Feldmann dalam Siti Resmi 
(2017:1) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang 
kepada penguasa (menurut normanorma yang ditetapkannya secara umum), 
tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran umum untuk keperluan Negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.  
Berdasarkan beberapa pengertian terebut, dapat disimpulkan bahwa 
pajak adalah iuran rakyat atau kontribusi wajib kepada kas negara yang 





 imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran 
negara dalam membangun infrastuktur dan fasilitas umum bagi 
kemakmuran rakyat. 
2. Fungsi Pajak 
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara, khusunya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 
merupakan salah satu sumber pendapatan Negara untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran negara. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak 
digunakan oleh negara dan institusi didalamnya untuk mengadakan 
berbagai macam fungsi. Terdapat 2 (dua) fungsi pajak yang dikemukakan 
oleh Mardiasmo (2016:4), yaitu : 
a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 
mebiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakasanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
3. Pengelompokan Pajak 
a. Pajak menurut golongan, pengelompokan di bagi dua, yaitu: 
1) Pajak Langsung 
Jenis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung 
sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan 





sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Pajak langsung biasanya 
melekat pada orang pribadi si wajib pajak, sehingga hak dan 
kewajibannya  tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak yang 
termasuk dalam pajak langsung di antaranya adalah pajak: Pajak 
Penghasilan (PPh). PPh ditanggung dibayar oleh pihak-pihak tertentu 
yang penghasilan tersebut. 
2) Pajak Tidak Langsung 
Jenis pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau 
digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat 
diwakilkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat 
ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala 
melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Pajak yang 
termasuk pajak tidak langsung di antaranya: Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap 
barang dan jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang 
menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik 
secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual 
barang dan jasa).  
b. Pajak menurut sifat, pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu: 
1) Pajak Subjektif 
Pajak Subjektif (Pajak yang Bersifat Perorangan) yaitu jenis pajak 
yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi 
pribadi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai 





yang menghuni wilayah di Indonesia memiliki kewajiban untuk 
membayar pajak tersebut. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. 
Sementara bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia 
dikenakan wajib pajak jika memiliki keterikatan ekonomis dengan 
Indonesia, Contohnya jika WNA tersebut memiliki usaha di 
Indonesia maka akan dikenakan wajib pajak. Contoh pajak subyektif 
adalah Pajak Penghasilan (PPh). 
2) Pajak Objektif 
Pajak Obyektif (Pajak yang Bersifat Kebendaan) yaitu jenis pajak 
yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek 
pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib 
pajak. Lebih tepatnya pajak objektif dikenakan pada seorang warga 
negara Indonesia jika penghasilan yang dimiliki sudah memenuhi 
syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
c. Pajak menurut lembaga, dikelompokan menjadi dua, yaitu: 
1) Pajak Pusat 
Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah 
pusat melalui Dirjen Pajak dan disetorkan langsung ke negara. Hasil 
dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai 
APBN, dan digunakan untuk pembangunan negeri, seperti 
pembangunan jalan, bantuan kesehatan, sekolah, dan lain 
sebagainya.Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak ini 





Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP serta Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal Pajak). Contohnya: PPh, PPN, dan PPnBM 
2) Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah berbagai pajak yang dipungut dan dikelola oleh 
Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. 
Hasil dari pungutan jenis pajak ini nantinya digunakan untuk 
membiayai belanja pemerintah daerah. Contohnya: PKB, BBNKB, 
PBB-P2, dan BPHTB 
4. Sistem Pemungutan Pajak  
a. Official Assessment System 
Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 
membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 
pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. 
Ciri-ciri Official Assessment System: 
1) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. 
2) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. 
3) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang 
terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. 
4) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak 







b. Self Assessment System  
Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 
membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh 
wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak 
merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, 
dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau 
melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. 
Ciri-ciri Self Assessment System: 
1) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu 
sendiri. 
2) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban 
pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan 
pajak. 
3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, 
kecuali  jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau 
terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak 
dibayarkan. 
c. Withholding System 
Pada sistem pemungutan pajak withholding system, besarnya pajak 
biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan 
bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Witholding System adalah 





instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke 
kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. 
5. Pengertian Pajak Daerah 
Menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Derah Nomor 28 
Tahun 2009. Pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
6. Jenis-jenis Pajak Daerah 
Pajak Daerah terdiri atas Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah 
Kabupaten/Kota. 
a. Pajak Daerah Provinsi terdiri dari: 
1) Pajak Kendaraan Bermotor 
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
4) Pajak Air Permukaan 
5) Pajak Rokok 
b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari: 
1) Pajak Hotel 
2) Pajak Hiburan 
3) Pajak Hotel 





5) Pajak Restoran 
6) Pajak Penerangan Jalan 
7) Pajak Air dan Tanah 
8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan 
9) Pajak Sarang Burung Walet  
10) Pajak Bumi Bangunan (PBB)  
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
7. Pengertian BPHTB 
Menurut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2010, Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB 
adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan 
hak tersebut muncul akibat proses jual beli, tukar menukar, hibah, hibah 
wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak 
yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, 
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 
penggabungan usaha, peleburan usaha, serta pemekaran usaha atau hadiah. 
Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 
hak atas tanah, termasuk pengelolaan , beserta bangunan diatasnya, 
sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan 
pembangunan. (Siahaan, 2013:579) 
8. Objek BPHTB 
a. Pemindahan hak karena: 





2) Tukar menukar 
3) Hibah  
4) Hibah wasiat 
5) Waris 
6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain 
7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 
8) Penunjukan pembeli dalam lelang 
9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
10) Penggabungan usaha 
11) Peleburan usaha 
12) Pemekaran usaha 
13) Hadiah. 
b. Pemberian hak baru karena: 
1) Kelanjutan pelepasan hak 
2) Di luar pelepasan hak. 
c. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah: 
1) Hak milik 
2) Hak guna bangunan 
3) Hak guna usaha 
4) Hak pakai 
5) Hak milik atas satuan rumah susun 





d. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang 
diperoleh: 
1) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan perlakuan timbal 
balik 
2) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk 
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum 
3) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 
syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di luar 
fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut 
4) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan 
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama 
5) Orang pribadi atau badan karena wakaf  
6) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 
9. Pembagian BPHTB 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 bahwa BPHTB 
ditetapkan sebagai pajak pusat telah di ubah menjadi Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 telah ditetapkan Bahwa BPHTB termasuk pajak 
tingkat II, dimana hasil BPHTBnya 100% untuk Pendapatan Asli 
Daerah(PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun perbandingan 
pembagian pendapatan BPHTB yang ditetapkan pada Undang-undang 






Perbandingan Pembagian Pendapatan BPHTB 
Menurut UU Nomor 21 Tahun 1997 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 
UU Nomor 21 Tahun 
1997 




BPHTB ditetapkan sebagai 
pajak pusat 




Hasil BPHTB dibagi menjadi: 2. Hasil BPHTB 100%
 untuk PAD 
 a. 20% pusat  Pemerintah Kota/Kabupaten 
 b. 16% provinsi   




10. Tarif BPHTB 
 Telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Pasal 42 Ayat 
(4) Tahun 1997 mengenai pembagian waris, jika penerima warisan lebih 
dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai akta 
pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak 
milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima 
warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas 
rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan 
berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris 
tersebut.Menurut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2010, tarif 
BPHTB 5% dikalikan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah 
dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). 







11. Dasar Pengenaan BPHTB 
 Pada Undang-undang Nomor 24 pasal 42 ayat (4) Tahun 1997 
mengenai pembagian waris, Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai 
Perolehan Objek Pajak (NPOP), antara lain adalah: 
a. Jual beli adalah harga transaksi 
b. Tukar menukar adalah nilai pasar 
c. Hibah adalah nilai pasar 
d. Hibah wasiat adalah nilai pasar 
e. Waris adalah nilai pasar 
f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum adalah nilai pasar 
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar 
h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar 
i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 
adalah nilai pasar 
j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar 
k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar 
l. Peleburan usaha adalah nilai pasar 
m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar 
n. Hadiah adalah nilai pasar  
o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 






12. Saat Terutangnya Pajak BPHTB 
a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta  
b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandantangani akta 
c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akt 
d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandangani akta 
e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan 
haknya ke instansi di bidang pertanahan 
f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak 
tanggal dibuat dan ditandatangani akta 
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal 
dibuat dan ditandatangani akta 
h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 
adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak 
j. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal 
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak 
B. Tinjauan Praktek 
1. Proses Pelaksaan Penentuan Nilai Pasar Pada Pemungutan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Waris 
di BAPPENDA Kabupaten Pemalang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) termasuk jenis 





berwenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini 
wajib pajak diwajibkan memenuhi syarat untuk mengurus bphtb atas waris 
sebagai berikut: 
a. KTP ahli waris yang bersagkutan 
b. SPPT PBB 
c. Sertifikat 
d. Surat keterangan waris dari desa 
Adapun tahapan dalam mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) atas Waris, yaitu sebagai berikut: 
 
   





























1. Wajib pajak mengumpulkan berkas ke Notaris atau Kecamatan 
2. Mendaftar Online melalui website bphtbpemalangkab.com dengan di 
wakilkan Notaris. 
3. Menunggu validasi dari verifikator dan Final 
4. Mencetak SSPD BPHTB 
5. Dan dibayarkan ke Bank Jateng 
Contoh Perhitungan BPHTB atas Waris di BAPPENDA Kabupaten 
Pemalang: 
Nama Wajib Pajak  : Sumarti 
Alamat Wajib Pajak : Jl. Wora Wari 4 Dusun Seger Desa Kabunan 
      RT 001/RW 008 Kecamatan Taman 
      Kabupaten Pemalang 
Letak Objek Pajak : KP RT Desa Kabunan Kecamatan Taman 
      Kabupaten Pemalang 
Uraian Luas NJOP PBB / m
 2
 Luas x NJOP PBB / m 
2
 












 Harga Transaksi / Nilai Pasar   = Rp. 52.775.000,00,- 
 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)  = Rp. 52.775.000,00,- 
 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
 (NPOPTKP)     = Rp. 300.000.000,00,- 
 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp.                   0,00,- 
 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
 Bangunan yang terutang   = Rp.      0,00,- 
 Pengenaan 50% karena waris / Hibah  
 Wasiat / pemberian hak pengelolaan*) = Rp.      0,00,- 
 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
 Bangunan yang harus dibayar  = Rp.      0,00,- 
2. Penerimaan dan target realisasi Pajak BPHTB di BAPPENDA 
Kabupaten Pemalang 
Di tahun 2020 Kantor BAPPENDA memperoleh pendapatan 
pembayaran BPHTB sebesar Rp. 22.180.726.238,00,- terbilang “dua puluh 
dua miliyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua 
ratus tiga puluh delapan rupiah”, Untuk target realisasi penerimaan 
pendapatan dari pembayaran BPHTB di Kantor BAPPENDA Kabupaten 
Pemalang Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 18.280.000.000,00,- terbilang 







3. Penerimaan dan realisasi Pajak BPHTB di BAPPENDA Kabupaten 
Pemalang Tahun 2020 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi BPHTB di Bappenda Kabupaten Pemalang 
Tahun 2020 
No Bulan Target Realisasi 
1 Januari 1.523.333.333 1.993.028.409 
2 Februari 1.523.333.333 1.891.780.074 
3 Maret 1.523.333.333 1.892.590.374 
4 April 1.523.333.333 1.711.955.070 
5 Mei 1.523.333.333 1.822.691.659 
6 Juni 1.523.333.333 1.888.553.354 
7 Juli 1.523.333.333 1.884.608.104 
8 Agustus 1.523.333.333 1.895.548.009 
9 September 1.523.333.333 1.923.994.749 
10 Oktober 1.523.333.333 1.780.352.748 
11 November 1.523.333.333 1.739.876.788 
12 Desember 1.523.333.333 1.755.746.900 
 Tahun Penerimaan Tahun 2020  : Rp. 18.280.000.000,00 
Realisasi s/d 31 Desember 2020 : Rp. 22.180.726.238,00 
Kelebihan Target Tahun 2020    : Rp. 3.900.726.238,00 
 
Grafik 1.1 target dan realisasi BPHTB di BAPPENDA Kabupaten 






Berdasarkan dari grafik di atas bahwa target penerimaan bphtb per 
bulan yaitu Rp. 1.523.333.333,00. Diketahui target penerimaan BPHTB per 
31 desember 2020 adalah Rp. 18.280.000.000,00 dan realisasi per 31 
Desember 2020 adalah 22.180.726.238,00, (melampaui target) sehingga 
kelebihan target yang di terima adalah sebesar Rp. 3.900.726.238,00. 
4. Hambatan dalam penentuan nilai pasar pada pemungutan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Waris di 
BAPPENDA Kabupaten Pemalang 
Terdapat beberapa kendala yang di temukan di Kantor BAPPENDA 
Kabupaten Pemalang, antara lain sebagai berikut: 
a. Kurang lengkapnya persyaratan yang dikumpulkan sehingga 
menyebabkan data Wajib Pajak tidak lengkap, oleh sebab itu wajib 















b. Setiap pergantian tahun BAPPENDA Kabupaten Pemalang melakukan 
pemeliharaan pada sistem pelayanan, hal ini menjadikan sistem aplikasi 
yang digunakan tidak dapat digunakan (terkunci). 
5. Upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi di BAPPENDA 
Kabupaten Pemalang 
Berikut adalah upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi di 
BAPPENDA Kabupaen Pemalang, antara lain: 
a. Pihak BAPPENDA memastikan kelengkapan berkas yang dibawa oleh 
Wajib Pajak satu per satu sebelum menyerahkan ke Notaris, agar 
memudahkan proses validasi ketika berkas terkumpul dan lengkap. 
b. Menunggu hingga waktu pemulihan selesai dan tidak semua sistem 
pelayanan dikunci, ada beberapa yang masih bisa digunakan, sehingga 








Berdasarkan pembahasan di atas, makan penulis memberikan kesimpulan 
yang berkaitan dengan proses penentuan nilai pasar pada pemungutan 
BPHTB atas waris di BAPPENDA Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Bahwa proses pelaksanaan BPHTB atas waris di BAPPENDA kabupaten 
Pemalang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada didalam Peraturan 
Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2010. 
2. Hambatan yg sering terjadi dalam proses pelaksanaan BPHTB atas waris 
adalah kurang lengkapnya persyaratan wajib pajak serta sistem aplikasi 
yang terkunci  
3. Upaya pemerintah dalam menghadapi hambatan tersebut adalah 
melakukan pengecekan kembali berkas wajib pajak yang akan 
dikumpulkan oleh pihak bapenda dan pemeliharaan sistem aplikasi 
BPHTB 
B. Saran 
Diperlukannya ketegasan pada pihak BAPPENDA agar teliti dan benar 
dalam mengumpulkan berkas milik wajib pajak yang akan mengurus BPHTB 
atas waris secara lengkap. Serta pengecekan ulang berkas agar mudah di 
proses dan tidak terlalu banyak hambatan yang dihadapi dalam memproses 
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